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Mengingat 

WALIKOTA DENPASAR 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN 

KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DENPASAR, 

a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
penyelenggaraan Daerah dan membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, kemandirian Daerah dan memperhatikan 
perkembangan perekonomian masyarakat, perlu 
menyesuaikan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah 
Nomor 20 Tahun 2 0 1 1  ten tang Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 

c. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah 
Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 2 0 1 1  tentang Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor, penetapan peninjauan 
tarif retribusi diatur dengan Peraturan Walikota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
penetapan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repuplik 
Indonesia Nomor 3465); 

2 .  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

3 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012  tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012  Nomor 120,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5317 ) ;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016  tentang 
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 102 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5884); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 3 10 ) ;  

9 .  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 07 /PER/M.KOMINFO/03/2012 tentang 
Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Nirkontak ( Contactless 
Smart Card) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012  Nomor 334); 

10.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 2 0 1 1  
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2 0 1 1  
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar 
Nomor 20) ;  

11.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13  Tahun 2 0 1 6  
tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran 
Daerah Kota Denpasar Tahun 2016  Nomor 13 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13 ) ;  



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

Pasal 1 

Meninjau Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam ketentuan 
Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut: 

1. Pengujian pertama Rp. 105.000,-  (seratus lima ribu rupiah) per Kendaraan; 
2. Pengujian berkala Rp. 104.000,-  (seratus empat ribu rupiah) per Kendaraan; 
3. Numpang uji keluar Rp. 93.000,-  (sembilan puluh tiga ribu rupiah) per 

Kendaraan; 
4. Numpang uji masuk Rp. 103 .000,-  (seratus tiga ribu rupiah) per Kendaraan; 
5. Mutasi masuk dari wilayah lain Rp. 105.000,-  (seratus lima ribu rupiah) 

per Kendaraan; 
6. Biaya Buku/Kartu Uji Hilang/Rusak Rp. 180.000,-  (seratus delapan puluh 

ribu rupiah); dan 
7. Biaya Plat/Stiker Uji Hilang/Rusak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu 

rupiah) per Kendaraan. 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 22 Januari 2020 

i WALIKOTA DENPASAR, I 

MA WIJA YA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 22 Januari 2020 

A DENPASAR, SEKRETARIS °JJ)J;K 
RAI ISW 

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 5 


